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ABSTRAK

Penulis telah melaksanakan kegiatan magang sebagai staf departemmen
arsip di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang beralamat
di JI. Gatot Subroto No.1, RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusal, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270. Penulis telah melakukan
kegiatan magang terhitung sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan 22
Desember 2023. Kegiatan magang dilaksanakan selama 75 hari kerja atau setara
dengan 525 jam kerja dengan jam kerja 7 jam per hari.

Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kegiatan magang
yaitu penanganan penyerahan dan penginputan data arsip inaktif . Selama penulis
melakukan kegiatan magang, penulis menemukan masalah yang terjadi, seperti data
yang terlewat dan berkas fife yang hilang

Arsip ini sudah cukup baik dalam melaksanakan kegiatannya, meskipun
terkadang terjadi beberapa kendala saat proses pengerjaannya. Sebaiknya Arsip
DPR RI lebih teliti lagi saat penginputan data hard copy atau pun soft copy.
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untuk perbaikan laporan ini. Penulis berharap laporan praktik kerja ini dapat
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Bandung, 24 Januari 2024
Penulis

Mohammad Adcil Azhar
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BAB 1
PENDAHULUAN

L.1. Tempat dan Waktu Magang Industri
Penulis melakukan kegiatan magang di Bagian Arsip Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia beralamat di JI. Gatot Subroto No.l. RT.I/RW.3,

Senayan, Kecamatan Tanah Abang: Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10270 . '

Penulis melakukan kegiatan magapg dimulai pada tanggal 11 September
2023 sampai dengan 22 Desember 2023 dengan waktu 7 jam kerja per hari selama
75 hari kerja dengan total 525 jam. Praktik kerja penulis dilakukan pada setiap hari
Senin - Jumat dengan jam kerja dari pukul 08.00 - 15.00 WIB.

1.2. Tujuan Magang Industri

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mempelajari cara penyerahan.

2. Menguasai keglatan peng-input an data arsip inaktif

Adapun kegunaan dari laporan kegiatan magang ini yaitu sebagai berikut.
1. Bagi penulis.

A.Umum : kegiatan magang ini bermanfaat sebagai pengalaman kerja, dan
sebagai bekal penulis untuk meninggalkan bangku kuliah sebagai Ahli
Madya dari Universitas Katolik Parahyangan.

B. Khusus : kegiatan magang ini bermanfaat sebagai pengalaman dan
menambah pengetahuan penulis terutama praktik Manajemen Perkantoran
di sebuah instansi pemerintah, berkaitan dengan penanganan arsip di DPR
RL
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2. Bagi perusahaan
Hasil dari pelaksanaan kegiatan magang ini penulis berharap dapat bermanfaat
dan menambah informasi serta saran yang berguna sebagal bahan
pertimbangan untuk mempertahankan atau memperbaiki sistem kerja bagian
Arsip DPR RI yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat memberikan nilai
tambah yang baik untuk pengelolaan kegiatan pada baglan kepesertaan
perusahaan di kemudian hari.

3. Bagi pihak yang berkepentingan
Hasil laporan kegiatan magang ini diharapkan dapat berguna dalam menambah
wawasan dan informasi yang terkait dengan pengelolaan kegiatan administrasi
perusahaan dan bidang kepesertaan, serta dapat berguna sebagai referensi atau
pembanding bagi pihak yang membutuhkan informasi yang terdapat pada
laporan ini. .

1.3. Profil Tempat Magang Industri
. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah lembaga

legislatif tingkat nasional di Indonesia. DPR RI bertanggung jawab untuk membuat
undang-undang, mengesahkan anggaran negara, serta melakukan fungsi
pengawasan terhadap pemerintah.

Profil singkat DPR RI melibatkan beberapa poin utama:

1. Fungsi Utama:

1) Membuat undang-undang: DPR RI bersama dengan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden memiliki kewenangan
membuat undang-undang.

2) Anggaran Negara: DPR RI memiliki wewenang untuk mengesahkan
anggaran negara dan memberikan persetujuan terhadap pengeluaran
pemerintah.

3) Pengawasan: DPR RI memiliki peran pengawasan terhadap kinerja
pemerintah, termasuk program-program kebljakan yang dijalankan.
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2. Struktur Organisasi

1) Anggota: DPR RI terdirl dari anggota yang dipilih oleh rakyat
melalui pemilihan umum.

2) Fraksi: Anggota DPR RI tergabung dalam fraksi-fraksi yang
mewakili partai politik atau kelompok bersama dengan visi dan misi
yang serupa.

3) Pimpinan: DPR RI dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa wakil
ketua yang dipilih dari anggota DPRRI.

3. Pemilihan:

1) Pemilihan Umum: Anggota DPR RI dipilih melalui pemilihan
umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali

2) Dapil: Pemilihan dilakukan berdasarkan daerah pemilihan (dapil)
yang terbagi di seluruh wilayah Indonesia.

4. Hubungan dengan Pemerintah:

1) Checks and Balances: DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap
kebijakan pemerintah untuk memastikan keseimbangan kekuasaan
antara lembaga eksekutif dan legislatif.

5. Lembaga Terkait:
1) DPD: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerja bersama DPR RI
dalam pembentukan undang-undang.

2) MK: DPR RI memiliki keterkaitan dengan Mahkamah Konstitusi

(MK) dalam hal-hal yang berkaitan dengan konstitusionalitas

undang-undang.
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1.3.1. Sejarah Lembaga

Pada masa penjajahan Belanda. terdapat lembaga sejenis parlemen yang
didirikan oleh penjajah Belanda yang disebut Volksraad Pada tanggal 8 Maret
1942, Belanda mengakhiri 350 tahun kekuasaan kolonialnya di Indonesia Dengan
beralihnya penjajahan dari Belanda ke Jepang. otomatis keberadaan Volksraad
tidak lagi diakul, dan bangsa Indonesia memasuki tahap perjuangan kemerdekaan

Sejarah DPR RI diawali dengan dibentuknya Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian Pasar Baru,
Jakarta. Tanggal pelantikan KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagal tanggal dan
hari lahir DPR RL

GAMBAR 1.1
LOGO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sumber: dpr go ot 2016

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

GAMBAR 1.2
LOGO ARSIP DPR RI

ARSIP DPR RI
Sumber Penulia. 2024

GAMBAR 1. 3.
KANTOR BAGIAN ARSIP DPR RL

Sumber: Cheva, 2024
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1.3.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan berguna untuk mengalokasikan wewenang
dan tanggung jawab. Stuktur organisasi menentukan siapa yang mengarahkan
slapa dan siapa yang bertanggung jawab atas hasil apa, membantu setiap anggota
organisasi untuk mengetahui apa perannya dan bagaimana kaitannya dengan peran
lainnya. Penulis melampirkan bagar organisasi DPR RI di Gambar 1.4,

GAMBAR 1. 4
STRUKTUR ORGANISASI DPR RI

PIMPINAN DPR
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Sumber: berkas dpr go id_ 2023

Berdasarkan gambar struktur organisasi, berikut penulis jelaskan deskripsi
dan penjelasan beberapa jabatan dengan masing-masing uraian tugasnya. yang
terkait dengan departemen penulis melakukan praktik kerja

1. Pimpinan DPR RI

DPR RI (ilpimpln oleh Ibu Puan Maharani, yang tugasnya bersifat umum

dan mencakup semua Bidang Koordinasi, seperti Bidang Politik dan

Keamanan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Industri dan

Pembangunan, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2. Sekretariat Jenderal e

Sekretariat Jenderal berada di bawah Pimpinan DPR Rl yang memiliki

tugas pokok, yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan

tugas Dewan DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian
3. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi berada di bawah Sekretariat Jenderal. yang

memiliki tugas pokok, yaitu membina dan melaksanakan perencanaan dan

pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan

di lingkungan DPR RL

4. Deputi Bidang Persidangan

Deputi Bidang Persidangan berada di bawah Sekretariat Jenderal, yang

memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan,

pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

5. Badan Keahlian

Badan Keahlian juga berada di bawah Sekretariat Jenderal, yang memiliki

tugas pokok, yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan

tugas DPR RI di bidang keahlian.
6. Inspektorat Utama
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10.

Inspektorat Utama juga berada di bawah Sekretariat Jenderal. yang
memiliki ugas pokok. yaitu melaksanakan tugas pengawasan intern di
kawasan Sekretariat Jenderal DPR RIL

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif juga
berada di bawah pengawasan Sekretariat Jenderal. yang memiliki tugas
pokok, yaitu melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia legislatif Sclu'euﬂag Jenderal.

Pusat Tekonologi Informasi

Pusat Tekonologi Informasi berada di bawah pengawasan Sekretariat
Jenderal, yang memiliki tugas : pokok. yaitu umumnya melibatkan
manajemen, pengembangan, dan pemeliharaan sistem serta infrastrukiur
teknologi informasi dalam sebuah organisasi.

Subbagian Pusat Tata Usaha Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Manusia Legislatif

Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Manusia Legislatif yang berada di bawah Pusat Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Legislatif, memiliki tugas pokok, yaitu melakukan
dukungann Tata Usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, bidang. dan
kelompok jabatan fungsional.

Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi

Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi yang berada di bawah
Pusat Teknologi Informasi memiliki tugas pokok, yaitu mencakup
administrasi dan penunjang operasional untuk mendukung kelancaran
kegiatan teknologi informasi dalam suatu organisasi.

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang
berada di bawah naungan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Manusia Legislatif, memiliki tugas pokok, yaitu menyelenggarakan
kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural aparatur
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sipil negara. serta pengelolaan tugas belajar, beasiswa, dan magang/praktik
kerja.

12. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis yang berada di bawah naungan
Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif,
memiliki tugas pokok, yaitu menyelenggarakan kegiatan pengembangan
kompetensi teknis aparatur sipil negara, penguatan kapasitas tenaga ahli,
staf administrasi anggota DPR RI, dan tenaga sistem pendukung,

13. Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi '
Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi yang berada di bawah Pusat
Tekonologi Informasi memiliki tugas pokok, yaitu mengelola kebijakan,
prosedur, dan standar yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan

teknologi informasi.
14. Bidang Sistem Informasi dan Insfrastruktur Teknologi Informasi

Bidang Sistem Informasi dan Insfrastruktur Teknologi Informasi yang
berada di bawah Pusat Tekonologi Informasi memiliki tugas pokok, yaitu
mencakup manajemen, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi
serta infrastruktur teknologi untuk mendukung kebutuhan operasional.
15. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional memiliki tugas pokok, yaitu Pengembangan
Keterampilan dan Pengetahuan, Pelaksanaan Tugas Rutin, Pemberian
Rekomendasi, Pemecahan Masalah, Pemantasan dan Evaluasi, Pelaporan,
dil.
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GAMBAR 1.5
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ARSIP DPR RI

BIRO
PROTOXOL DAN HUMAS

BAGIAN ARSIP

KELOMPOX JABATAN FUNGSIONAL

(ARSIPARES )

Sumber ; Penulis, 2023

Berdasarkan struktur organisasi di atas, berikut ini penulis akan
menguraikan dan menjelaskan deskripsi pekerjaan berdasarkan struktur diatas.
1. Biro Protokol dan Humas.

e  Merumuskan strategi komunikasi
¢ Penyusunan protokol

* Manajemen acaea resmi

» Evaluasi Kebijakan dan strategi

2. Bagian arsip dan Kelompok jabatan fungsional.
e Mengatur dan mengeola semua dokumen resmi DPR RI, termasuk
pengarsipan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen.
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* Memastikan semua dokumen, baik fisik maupun digital teroganisir dengan
baik dan mudah diakses, serta mematuhi standar keamanan dan kerahasiaan
yang diperhskan.

e Memberikan layanan informasi terkait dokumen dan arsip DPR RI kepada
pihak-pihak yang memerlukan.

* Mengelola basis data elektronik untuk memfasilitasi pencarian,
penelurusan, dan pcumlilm; dokumen secara efisien.

e Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi terkait pengarsipan
serta pemenuhan standar keamanan informasi sesual dengan standar dari
ANRL

1.3.3. Kondisi Permodalan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendapatkan
sumber pendanaan dari anggaran negara. yang dikenal sebagai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN disusun setiap tahun oleh
Pemerintah dan kemudian diajukan kepada DPR untuk persetujuan. Berikut
adalah beberapa sumber pendanaan DPR RI:
1. Pendapatan Negara
Sebagian besar dana yang diterima oleh DPR berasal dari
pendapatan negara, yang melibatkan penerimaan dari berbagai
sekior seperti pajak. cukai. dan pendapatan lainnya.
2) Belanja Negara
DPR juga mendapatkan alokasi dana untuk belanja negara, yang
mencakup gaji dan tunjangan anggota DPR, biaya operasional, serta
berbagal keperluan lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi
legislatif.
3) APBN

Dana yang diperoleh oleh DPR merupakan bagian dari APBN, yang
mencakup seluruh anggaran negara yang disusun dan diajukan oleh

n
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Pemerintah. APBN disusun dan diajukan setiap tahun untuk
mendapatkan persetujuan dari DPR.
4) Revisi APBN
Selama tahun berjalan, terkadang terjadi revisi APBN jika ada
kebutuhan atau perubahan kebijakan yang memerlukan penyesuaian
alokasi danma. DPR berperan dalam memberikan persetujuan
terhadap revisi tersebut.
Dengan demikian, pendanaan DPR R1 berasal dari kontribusi warga negara
melalul pembayaran pajak dan, sumber pendapatan negara lainnya.
Penggunaan dana ini diatur oleh mekanisme perencanaan anggaran yang
transparan dan harus sesual dengan ketentuan hukum dan regulasi yang
berlaku.

1.34. Kegiatan Lembaga

Sesual dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR RI
mempunyai fungsi:

a. Legislasi;

b. Anggaran; dan

c. Pengawasan.

Ketiga fungsi legislasi, pengawasan. dan anggaran dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat. dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah
dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:
1) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
2) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
3) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran
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dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya:
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).

4) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD

5) Menetapkan UU bersama dengan Presiden.

6) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah
pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan

" menjadi UU.
Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1) Memberikan pefsetujuan atas RUU tentang APBN (yang
diajukan Presiden). '

2) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APEN
dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.

3) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK

4) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset
negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak huas bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UL, APBN dan
kebijakan pemerintah.

2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang
disampalkan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan dan agama).

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:
1) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjutl aspirasi
rakyat.
2) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan

perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2)

mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
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3) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1)
pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan
menerima penempatan duta besar lain,

4) Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

5) Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon
hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh
Presiden. ;

6) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan
ke Presiden.

1.3.5. Gambaran Umum Ketenagakerjaan

Proses rekrutmen di Bagian Arsip DPR RI memiliki 2 jalur berbeda, yaitu
PNS (Pegawal Negeri Sipil) dan TSP (Tenaga Sistem Pendukung). Untuk
proses reekrutmen dari PNS itu dengan melakukan test CPNS, sedangkan TSP
dengan test juga hanya saja proses nya hanya seleksi administrasi, assessmen,
dan wawancara. Setelah itu dilakukan proses orientasi berupa pengenalan
urzian pekerjaan. Tujuannya agar perusahaan mampu mengetahul secara
maksimal mengenal pegawai yang benar-benar mempunyai kapabilitas di
bidangnya dan bisa menunjukkan potensinya terhadap perusahaan.

Sebagai bentuk timbal balik atas pencapaian hasil kerja karyawan, diberikan
gaji pokok dengan jumlah nominal yang berbeda yang disesuaikan dengan
jabatannya. Sayangnya tidak ada imbalan lebih atau insentif yang diberikan
perusahaan terhadap para pegawainya.

Penulis melakukan kegiatan magang di Bagian Arsip DPR RI sesual job
description yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan, yaitu di bagian
penanganan penyerahan dan inpur data arsip inaktif Pegawai yang mengerjakan
penanganan penyerahan dan input data arsip inaktif berjumlah 4 orang yang
memiliki jabatan dan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 1.1.
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TABEL L1
JABATAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI DI
PENANGANAN PENYERAHAN DAN INPUTDATA ARSIP INAKTIF

Jabatan

Pendidikan

Stalf Magang

Sekolah Menengah Atas

Sumber: penults, 2024
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